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Abstract

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-
Undangan yang mendasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti Paris
Convention For the Protection of Industrial Property yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret
1883 dan Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs) yang merupakan bagian
dari World Trade Organization Agreement. Konvensi tersebut salah satunya membahas
mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui
kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen
hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek
yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis
dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika
mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku
secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam
pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai
dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada
merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini
merupakan penelitian normative. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan metode pendekatan undang undang atau state approach, pendekatan kasus atau
case approach, dan juga metode pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak
atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki Ã¢Â€Âœlegal
standingÃ¢Â€Â• yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan
Indikasi Geografis.Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis.
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